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ABSTRAK 
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Saat ini hasil identifikasi BPN RI di seluruh Indonesia menunjukkan tanah yang 

terindikasi terlantar mencapai 7,3juta Ha (hektar). Upaya-upaya pencegahan, penertiban dan 

pemdayagunaan tanah terlantar merupakan langkah strategis dan persyaratan penting untuk 

menjalankan program-program pembangunan nasional, terumtama di bidang pertanahan 

(Seperti Reforma Agraria). Didasari Pertimbangan untuk menghindari implikasi yang 

menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta 

menurunnya kualitas lingkungan, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP PPTT). 

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan doktrin, peraturan-peraturan hukum dan kasus 

hukum,membahas tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam rangka 

mendukung Program Reforma Agraria. Adanya korelasi positif antara pentingnya 

menertibkan dan mendayagunakan tanah terlantar dengan keperluan menutup deficit 

kebutuhan lahan bagi rakyat, khususnya petani miskin. Diperlukan perbaikan prosedur dan 

mekanisme penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar guna mempercepat program 

reforma agrarian dan memberikan kepastian hokum kepada rakyat yang secara sengaja 

menguasai dan mengelola tanah terlantar tersebut.  
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